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L PFNDAHULUAN

Konsolidasi Tanah (K[) merupak'm kcbl_]'lkS'lllﬂﬂl] pemnah'm mcngcnal pcnataan kemball
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, melalui usaha bersama masyarakat
pemilik tanah sendiri atau dengan pihak lain, baik yang dllaksanakan di wilayah perkotaan
maupun di wnhyah pcrdcsqanfpcrtaman

Sccara garis besar !ahap Penylapan Lokasi Konsolidasi T anah i ini mellpuh
a) Penentuan Calon Lokasi Konsolidasi Tanah.
b) Penjajagan/pemilihan Lokasi Konsolidasi Tanah.
c) Penyuluhan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah bagi Peserta Konsohdasn ’[ anah '
__d) Penjajagan Kesepakatan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. ' o
" €) Perumusan Hasil Kesepakatan Konsolidasi T anah. o
f) Pencgasan 1 anah Obyek Konsohdam 1 anah ’

Semenlara itu, tahap Pcnyclcswm Konsolldam Tanah sccara umum mencakup
. a) Pendataan. : : . _
-b) Penataan.
c) KOHSlﬂlkS]

- Scbagai pedoman dalam Pelaksanaan Konsohdasn Tanah baik di Badan Pcr!anahan Nasmnal__ :
"~ (BPN) Pusat maupun di Kantor Wilayah BPN Propinsi  setta Kantor Pertauahan
Kabupatcn/Koh 'lCK ini dldasarkqn atas ketentuan per'tturan yang berlaku RO =

A, Ketcntuan Tekms'

I Pcraturan Kepala Badan Pertanahan Nasmnal Nomor 4 Tahun ]991 langgal 7 Desembcr' -
<+ 1991 tentang Konsolidasi Tanah. - o :
2. Peraturan Menteri Ncg‘tra Agrana/Kepala B'ldan Pertanahan Nasmml Nomor 3 'Iahun
1999 tentang Pelimpahan Kewenangan l’embenan d'm Pembat‘lian chulusan Pembenan f
Hak Atas Tanah Negara. * : R : :
3. Keputusan Menteri Negara AgrarlafKepala Badan l’erlanahan Nasmnal Nomor 4 lahun
~ 1995 tentang Perubahan Besar Pungutan Blaya dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak
‘Tanah yang Berasal dan Pemberian Hak Atas ’lanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat
4. Surat Kepala Badan I’ertanahan Nasional, Nomor 410- 4245 tanggfil 7 Dcsembcr 1991 :
- tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsohda31 Tanah. N
5. Surat Edaran Menteri Negara Agrana/Kepala Badan Pcrtanahan Nasmnal Nomor 410- )
o 1078 t'mggal 18 April 1996 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah. oo
6. ‘Surat Edaran Menteri Negara Agrana!chala Badan Pertanahan Nasmnal Nomot 410 SS o
- tanggal 8 Januari 1997 tentang Organisasi Péserta Konsohdam Tanah. .- L
7. Surat Edaran Mcntcn Negara Agrana/Kepala Badan Pertanahan Nas:onal Nomor 462-
S 3812 tanggal 22 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah, o
8. Surat Edaran Mcnterl Negara AgranafKepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 410-
L2084 tanggai 30 Juni 1998 tenfang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah. :

. 9 Surat Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Pena(agunaan Tanah, Nomor 410- 1355-"" o

-+ DIl tanggal 15 Mei 1996 tentang Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, -
10, Surat I‘daran Deputl Bldang Pengaturan Penguasaan dan - Penatagunaan Tanah, Nomor L
" 411-1852-DII tanggal 5 Juli 1995 tentang Blaya Ufmg Pemasukan pada Ioka31'
I\OIISOIIdaSl Tanah L _



11.

Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, Nomor

- 410-1919-DII tanggal 3 Juli 1996 tentang Petunjuk Laporan Monitoring Tindak L'lI'Ijllt

B.

S
.

ke

' d'm Kcnnjuan Pckcrjaan Konsohdam Tanah.

Ketentuan Keuangan -

Undang undang Nomor 20 Tahun 1997 tcntang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemcrintah Nomor 22 Tahun 1997 tenlang Jenis dan Pcnyetoran Pcncrlmaan_
Negara Bukan Pajak.

Keputusan Menteri Kevangan Nomor ]14afKMK 03! 1997 tanggal 21 Maret 1997 tent'mg

Penatausahaan dan Pertanggung}awaban Penenmaan Ncg'ira Bukan Paylk (PNBP) pad'l '

~ Instansi Pengguna.

Surat Ldaran Direklur Jcndcral Anggaran Nomor Sl* 76/N46/0697 langgal 3 Jum 1997
tentang Petunjuk Pelaksanaan chulusan Menteri Kcuangan Nomor 1142/KMK.03/1997
fanggal 21 Maret 1997 tentang Pcnal'msahaan dan Pcrt'||1ggungjawaban Pcncrlmaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Instansi Pengguna. -~ L
Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE- 82/A!46l/0598 tanggal 12 MCI 1998
tenlang Petunjuk Pelaksanaan DIKS Instansi l’enggum

*01 gamsas1 Pelaksanaan

' Orgamsam Pelaksana Konsolidasi lanah adalah orgamsam scpem dunaksud dalam Peraluran E

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomol 4 Tahun 1991 pasa] 5 scbagal benkut B

'1.

KoordmaSI Pelaksanaan

Koordmasn pc]aksanaan di Propmsn dlsebut Tlm Pengcndah dan d1 Kabupaten/Kota dlscbut- L
Tim Koord111351 N : : : o T LA

H.

Fim Pengendall Konsolidasi Tanah Propinsi - . . o s

Suwnan keanggotaan Tim Pengendah Keglatan Konsol:dasn Tanah Prop1n31 adalah

k 1) l’embma L :_‘Gubemur Kepala Daerah Propmm : }- A
" 2) Ketua/Anggota i Kepala Kantor Wilayah BPN .
. 3) Wakil Ketua/Anggota . . : Ketua Bappeda Propinsi T s e
) Sekretarls/Anggota .. 1 Kabid Pengaturan Penguasaan lanah BPN- s
. 5) Anggota - Karo Bina Pemerintahan Propinsi .~ ©

" .. Kabid Penatagunaan Tanah, BPN _
. Kabid Hak-hak Atas Tanah, BPN el
.. Kabid Pengukuran dan Pendaﬂaran Tanah e
BN
Kepala Dmas PU Propms:/Cnpta Karya L
‘Instansz lam yang terkait S

T1m Pengendah dlbentuk dengan Surat Keputusan Gubemurll(epala Daerah Propmsn Konsep

Sunt Keputusan disiapkan olch Kanwﬂ BPN Pmpms1 o4 Kabld Pengalufan Penguasaan T

Tanah yang bersangkutan

'I‘ugas Tim Pengendall Konsohdasn Tanah adalah o

w2



a) Meclakukan pengendalian  dan  evalvasi  perkembangan pelaksanaan  kegiatan
Konsolidasi tanah.

b) Memecahkan permasalahan y‘mg hmbul dalam pclaksaman Konsolidasi Tanah dan

- melakukan langkah-langkah tindak lanjut.
¢) Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada Pelaksana Konsolidasi

~ Tanah di Kabupaten/Kota.
- d) Melakukan lllld’lk'll‘l lam yang dl'mggap pcrlu

b Tim Koordinasi Koilsolidasi Tanah Kabupatcnll(ota
Susunan Ti im Koordimsi adalah sebagal benkut

-l) Kclua 3 ' Bupau/Walikota Kepah Daerah

- 2) Wakil Kclua/Anggota . Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/l(ota
- 3) Wakll Kclua/Anggot'l . i Kelua Bappcda K'ibupateanota
4 Sckretmsy’Anggota " 7. : Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantah
- 5) Anggota S ' : Kepala Bagian Pemerintahan
e - - Kepala Dinas PU

 Kepala Dinas Pertanian
~ Kepala Dinas Tata Kota
" Kasi Penatagunaan Tanah, Kantah
. Kasi Hak-hak Atas Tanah, Kantah
" Kasi Pengukuran dan Penda[’taran Tanah
Kantah :
- lnstansn lain yang terkait.

- 'lugas Tlm Koordmasn adalah:

B l) Mcnquakan penyuluhan kepada masyarakat

. 2) Mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan Desain Konsolidasi - = Tanah
* (Desain Penataan Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan  Tanah). _ ' -
©3) Mengatur/mengarahkan pcrumukan dan penggunaan 'I‘anah - Pengganti Biaya
" Pelaksanaan (TPBP). ' :

-~ 4) Memecahkan dan menangam masalah yang tlmbul dalam pelaksanaan
o Konsolidasi Tanah :
_ 5) Mengadakan musyawarah dcngan Peserta Konsohdam lamh
: 6) Melakukan tmdakan lam yang d!anggap perlu '

.'”}-’[1111 Koordmaa dlbentuk dengan Sural Keputusan Bupah/Wallkota chala Daerah

abupaten/Kota Konsep Surat Keputusan dlslapkan oleh chala Seksn Pengaturan

o Penguasaan T anah Kantor Pcrtanahan yang bersangkutan

- 2 Pelaksana B oy : i . _
B -]Pelaksana Konsolldam Tanah Kabupaten/Kota chsebut Satuan 'l‘ugas (S'itgas) Pelaksana :
_Konsnhdasn Tanah dengan susunan keanggotaan scbagal berlkut I .

1) Ketua/Anggota g 'Kepala Kantor Pertanahan Kabupaleanota

5 2) Wakil KeluafAnggota - 5. .t Kasi Pengaturan Penguasaan_’_[‘anah

3) Anggota o @7 1 Kasi Penatagunaan Tanah
C o siio. it Kasi Hak-hak Atas Tanah



Kasi Pcngukumn dan Pendaﬂaran l"’mah o
Camat setempat e
" Kepala Desa/Lurah setunpat :
Wakli Pemilik Tanah (sebanyak 2 orfmg) '

S'ltgas Pelaksana Konsolidasi l"anah mempunyan tugas scbagal bcrlkut

- 1) \Aelaksamkan tugas-tugas pclaksanaan Konsohdasn Tanah. *

2) Berﬁmgsn scbagai Panitia Pemeriksa Tanah A yang dengan data yang ada dapat
menyusun  risalah = pemeriksanan tanah  untuk menerbitkan Surat Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah oleh pihak yang berwenang. R _

3) Berfungsi sebagai Tim Penyelidik Ruvayat Tanah sesuai dengan peraluran pcrundqng-
und’:ng‘m yang bcrlaku ‘ PRNEPRENEEE o :

Satgas Pelaksana KonsolldaSI ianah (llbenluk dengan Sural chulusm ' Bupati/\\"ﬂlikoh
Kepala Daerah Kabupatcn/Koia Konsep Sural Keputusan disiapkan olch chah Scksn
" Pengaturan Pcnguasaan T: anah Kantor Pertanalmn yang bcrsangkutfm ' '




IL PENY!APAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH

A. Persiapan Pelaksanaan

1. Penyusunan ROPK (chcana Opcrasnom] Pelaksanaan Kegiatan) =
2. Pengadaan alat tulis kantor (ATK), bahan-bahan tcknis dan perlengkapan lapangan
3. Pembentukan Tim Pengendali Konsolld'm Tanah di Tingkat Propinsi bila belum
- terbentuk, Tim Koordinasi dan Satuan Tug'is (Satg'is) Pclaksqm (I; ‘Tingkat
- Kabupaten/Kota. . ;

B. Kegiatan Lapangan
1. Penentuan Calon Lokasi Konsolidasi Tanah

Calon lokasi pelaksanaan Konsolldam Tanah d'apat (hperoleh berdasquan usuhn atau
permintaan para pemilik/penggarap tanah atau berdasar hasil penjajagan lokasi Konsolidasi
* Tanah yang dilaksanakan olch pihak jajaran BPN. Sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya,
hendaknya dilakukan evaluasi atas ‘kelayakan lokasi bagi pelaksanaan Konsolidasi Tanah,
antara lain dalam kall‘mn)a dengan kcscsu'uan lokasi térhadap Rencana Tata Ruang Wllayah_
yang bersangkutan. Agar diyakinkan bahwa lokasi Konsolidasi Tanah benar-benar nenunjang
pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai ketentuan yang berlaku, sehmgga semntnsa
dihindarkan Lonfhk atau kctld'iksesuann lOk’lSl dengan Rencana Tata Ruang. :

: 2 Pcnijagfmll’emlllh'm LokaSI Konsolulasn Tanfth

_ Pcmay\gan penetapan  lokasi dlmaksudkan untuk mengadak’m penjajagan ke Iapang,an
* dalam rangka pemilihan lokasi yang memenuhi syaral ditetapkan seb1gat lokasi Konsolidasi
Tanah. Tahap penjajagan/pemilihan lokasi ini merupakan tahap yang sangat menentukan
keberhasilan pclaksa_naan Konsohdam Tanah. Apabila pelaksanaan Konsolidasi Tanah gagal
~di tengah perjalanan, pada umumnya dlscbabkan adanya Lcsalahan dalam tahap
_pcnjajaganfpemlhhan lokaSI : SHR SRR B AR

_A chmtdn pcnjajagmfpcmlllhan lokasn lcrscbul dlﬂ\'ikSUdk'ﬂ] agar

l) Lokasi terpilih untuk dltata melalm Konsohda'51 Fallall Pcrkola’m tcrscbut tclah
disepakati olch persentase pemlhk/pcngg'irap tanah minimal scsuai peraturan (saat ini =
.- 85%) dari jumlah pennhkfpenggalap yang mellputl luasan mlmmal dari luas lencana
- lokasi berdasar peraturan yang berlaku = : : SR g
- (saat ini 85%, berd'lsqr pada Per'ilurﬂn Kepala Bad’m Perl'inahan Naslonal NOIHOI‘ 4
Tahun 1991) ' - L LS S

_ _2) Loka51 terpilih terscbut sesuai dcngan chcana "iata Rllang Wllayah/Koh dan

dlperkmkan akan lumbuh serla berkembang selaras dengan pcrkem bangan Wll'i)f’lh di . o

sekltarnya

. 3) ancrolch gambaran Iokasn sccara umum dan rencana pembmgumnl chcam "hta. o
- Ruang Wilayah pada lokasi. terscbut, sehmgga dapat- disusun suatu Rencana Umum -
o Pciaksanaan Konsolidasi Tanah (RUPKT) untuk - calon lokasi Konsolidasi Tanah.

- Dengan “demikian, ‘pada (ahap Penyuluhan dan Perumusan Hlasil Penjajagan 7

~ Kesepakatan, para calon peserta Konsohdasn Tanah yang akan diminta persctujuannya
.-~ sudah mempcroleh gambaran yang ]ehs mengcnm Rencana Konsohda51 ‘Tanah dari Tim

Pelaksana Konsolidasi 'I‘amh serta dapat dlperklrak'm bcsnr Sumbangan lfamh Untukj o

; oo Pembangunan (STUP) : e




Beberapa faktor yang perlu dlpcrhmbangkan dalam memilih calon lokasi KonsolldaSI Tanah
adalah: :

a)

b)
c)

d)
c)
0
'- g)

. Pada

Kesesuaian calon lokasi dengan Rencana UmunvRencana Detall! chcana Iekmk Tata
Ruang Wilayah atau arahan kcglatan pembangunan seklor pemmahan dan pennukumn
Tingkat kemudahan pencapaian lokasi (aksesibilitas). _

Tingkat kesediaan peserta/pemilik  tanah  untuk berpamsnp351 , dalam kcglalan
~ Konsolidasi Tanah sesuai persentasc STUP yang disyaratkan, schingga makin banyak
- yang sctuju maka akan semakin baik.

Juinlah bidang tanah yang harus ditata.

Keseragaman luas persil, makin seragam makin baik.

Jumlah peserta Konsolidasi Tanah. :

Kcadaan (opograﬁ, makm d'llar m’akm baik.

tahap penja;agqnlpcnnll:han lOkﬂSl bcberapa keg:alan dilaksanakan secara berurut

dimulai dari persiapan, pelaksanaan penjajagan di lapangan, peng -olahan data dan pclaporan
Dcngan demikian dapat dntenlukan atau diplilh !okasn yang Iayak untuk dllaksanakannya
: kegtatan Konsohdasn Tanah ' :

a. l’ersmpan

a)

. b)

Inventarisasi_informasi terhadap minat masyarakal unluk 1kut serta d'alam kegmtan

~ Konsolidasi Tanah dllaksanakan dengan pengumpulan data yang bersumber darl :
.- kemauan masyarakat calon peserta Konsolidasi Tanah. Lo ‘

Selanjuinya berdasarkan perhmbangan dari Pcmcnntaﬁ Daerah Propmsn ataupun'

- Kabupaten/Kota bersama-sama’ dengan instansi terkait dan BPN, ditetapkan bahwa -

penataan  pertanahan untuk mengakomod‘mkan kcgiatan pcmbangunan tersebut

o ditempuh melalui Konsolidasi Tanah.

Sebelum ke lapangan terlebih dahulu dnhkukan persnpan pemlllhan lokasu secara:‘

- cermat dengan menganahsa alternatif lokasi berdasarkan da{a peta mfonmasn dan -

- fakta dl lapangan lamnya yang tclah lersedia mtsalnya

' (l) Pcta Penggunaan Fahah saat in (exnslmg land use) dengan skala detall .
(2) Peta Pcmlhkaancnguasaan Tanah dan Pcta Persrl/Rmc:kan skala dclall ]zka sudah RS
tersedia. : : =

* (3) Rencana Tata Ruang pada alternatif lokaSI a - o
* (4) Peta Jaringan Jalan, Pasthlas Umum dan I‘asmlas Sosnal

(5) Peta Kepadalan Penduduk.

o .. (6) Data dan peta lamnya yang dlperlukan

: :1-' d')

b. Pelaksanaan

Sctelah lokasi yang prospekhf terplhh kemudian diadakan pemfl_]agan kc loka31 dlmaksud k 1 |
* dengan membawa data dan peta kerja yang telah disiapkan sebelumnya Data dan pela kerja_ o

: ‘dalam peta kerja untuk dlbawa ke lapangan RS

Untuk ketajaman analisis peta semakin delall data dan semakln bcsar skala peta maka -
- semakin balk karena membenkan gambaran yang lebih rinci. - P T S D

Dari hasil anatisis altemauf Iokasn terscbut dltclapkan lokas: terplllh yang dltuangkan o

tersebut dllengkapx dan dlsempumakan d1 lapangan berdasarkan pada S :_‘_' i



a) Wawancara dengan (okoh masyarakat, Lurah/Kepala Desa, Camat dan Pemerintah
- Daerah Kabupaten/Kota untuk mengetahui tanggapan secara umum terhadap rencana
- Konsolidasi Tanah di lokasi yang dipilih tersebut. ‘
- b) Penggunaan tanah saat ini (present land-use) di lapangan yang mellpuli permukinian,
~ tegalan, kebun campuran, tanah kosong, pcrd'igangalﬂjasa, pcralran, tanah terbuka d'm
* lainnya.
¢) Jaringan jalan, yang mengenai ukuran (p'mjang dan lcbqr) perkeras"m (t"mah bqlu
aspal, hotmix).
“d) Fasilitas umum dan fasilitas sosial.
¢) Berbagai bentuk persil tanah. .
f) Pengumpulan data skunder di Kantor Kepala Desa!Lurah Kantor Camat, Kantor :
- Pertanahan Kabupatei/Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan scrta
- instansi lainnya unluk melcngkapl informasi.

_ 'c Pengolahan

l’engolahan data d'm fakl'l dl lapangan hasnl penjajagan Iokam tcrscbut dlmangkan datam pcta
- dan daflar yang memberikan gambaran umum keadaan awal ca!on lokaSI Konsohdas; Tauah o
~Peta dan daflar tcrsebut mcncakup : '

a) Peta penggunaan tanah dclall yang lelah dlsempumakan yang mengg‘ambarkan
. jaringan jalan, fasilitas umum, fasnlltas sosial, lanah pemmah‘m!kavclmg yang scbelum
. dilaksanakannya Konsolidasi Tanah. .
b) Dafltar pcmlhk/penggarap tanah dan Kan{or Kepala desalLurah , _
) Luas ~masing-masing jenis. penggunaan tanah scbelum pclaksaman kegmtan
Konsolidasi Tanah (dihitung dari - peta penggunaan tanah atau menggunakan data
- skunder dan Kantor Kepala Desa/Lurah). : :
Scswu dengan Rencana T ata Ruang Wilayah atau Rencana Detall 'lata Ruang alau Rencana
Tckmk Tata Ruang dan rencana khusus yang ada, m'ika dlsusun Rencana Blok secara umum,
" yang sckurang -kurangnya meng-gambarkan rencana jaringan jalan dan blok peruntukan tanah. -
Rencana blok dimaksud dituangkan pada peta yang menggambarkan kondisi awal lokasi (peta

o lokasi) untuk ditelaah lebih lanjut. Dari hasil telaahan ini, diharapkan dapat dlperhllungkan

- rencana perklraan luas Sumbangan l"anah untuk Pembangunan (S T UP) yang dlpergunakan
untuk : : :
" a) lambahan kebuluhan tanah untuk _|armgan ~;alf:m _
- b) Tambahan kebutuhan tanah unluk fasnhtas umum d‘m fasﬂltas sosml
9 TPBP. : -

- Besar STUP tersebut harus dlhltung sesua1 dengan Iambahan kcbutuhan tanah untuk
" memenuhi tuntutan RUTRIRDIRIR’I RK. Luas STUP dapat dlpersentasckan terhad'ip luas
. tolal perstllkavclmg yang ada, sehmgga e
. para pemilik tanah dapat mengetahui gambaran unium rencana persentase tanah yang '1kan'

B ,,:r: dlsumbangkan Perhllungan perklraan STUP dilakukan secara cemlat
.- Pada saat penjajagan lokasi, juga sudah harus dirumuskan ROPK yang mencakup pemblayaan _
L yang mellputl perklraan besar blaya, sumber biaya dan rencana waktu pelaksanaan. Maka

- perlu dlperhltungkan agar tidak terlalu membebani calon peseria Konsohdas; Tanah, karena

i sebaglan lanahnya sudah dlrencanakan untuk disumbangkan melaIm STUP

Y T




d.- Penyusunan Laporan :

Penyusunan Laporan Hasil Penjajagan 1. okasn dltu"mgkan d'llam sua(u laporan secara umum
yang discbut dengan chcana Umum Pelaksanaan Konsohdasn 'lanah (RUPKF) yang
imemuat: o - : :

a) Gambaran umum kondisi lokasn

b) Respon masyarakat dan plhak lain yang terkait.

¢) Rencana STUP. :

d) Rencana Biaya,

¢) Rencana Jadwal Pelaksanaan.

Setelah pcnjajag'm lokasi selesai, maka schnjulnya dapat dl'idakan penyuluhan terhadap calon
pcscrh Konsohdam Tanah p'}da Iokam terscbut '

3. Penyuluhan

-~ a. Penyuluhan dlberlkan kepada masyarakat penml\a/tokoh nnsyarakal pemukfi a(hl dan
- pelaksana pada lokasi terpilih dengan maksud agar masyarakat semakin mengerti tentang
:makna tata laksaua serta manfaat keglatan Konsolidasi Tanah dan berkemauan_ikut
serla sccara aktif dalam pchksanaannya Sedangkan penyuluhan kcpada para pelaksana'
kegiatan Konsolidasi Tanah, dimaksudkan agar mereka mengerti tugas dan tanggung-jawab
* serta peran masing-masing dalam malaksmakan keglatan Konsolidasi Tanah Penyuluhan
~ dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan petugas yang ditunjuk serta diupayakan - dilakukan
secara langsung (penerangan langsung terhadap peserta ‘Konsolidasi Tanah). Namun
* demikian, penyuluhan tidak langsung juga dapat dlsclengg‘irakan melalui pemimpin
. informal, Ketua RW, Ketua RT dan pemuka 1msyarakat agar sclanjulnya dlsamp'ukm )
kcpada p'lra calon pcserta K0118011(1351 Tanah secam beranlal : :

~b. Materi penyuluhan mehpuu ST
1) Kegiatan Konsolidasi Tanah secara umum. - :
'{ 2) Rencana Umum Pehksmaan Konsohdasn Tanah (RUPKT) pada caIOn lokasz scbagm‘
k«,lanjutan atas hasil penjajagan penetapan lokasi. . S
'-"‘3) Perlunya STUP dalam rangka penyediaan prasarana Jarmgan Jalan qunhtas umum dan’
~ - fasilitas sosial lamnya Perhitungan perkiraan besarnya STUP hendaknya sndah'
dunformasrkan pada saal penyuluhan terscbut. Perkiraan besamya STUP yang
diinformasikan kepada masyarakat harus bcrdasarkan hasil laporan penjajagan cqlon -
lokasi Konsolidasi Tanah. = .- o

o 4) Manfaat Konsolidasi Tanah b'lgllpeserta Konsohdam Tanah _
- 5) Iam lam yang berkallan dengan pelaksanaan Konsohdam Tanah

4. Pcn]a]agan Kesepakatan Pelaksanaan Konsohdasn I‘anah

Dari pcngalaman dldapat bahwa udak tercapamya kcscpakatan calon pcscrta unluk seluju i
- menjadi peserta Konsolidasi Tamh umumnya karena peserta berkeberatan terhadap besar
. STUP yang berupa tanah atau kompensas,l berupa vang dan kendakjelasan Konsolidasi Tanah- -
akan sclesai tuntas. Perlu diingat, bahwa meskipun calon peserta Konsolidasi: T anah telah

' mcngclahul bahwa KonsolldaS| Tanah memberl manfaat. yang menguntungkan bagi- calon =

peseria Konsoltdam Tanah karena peningkatan kuahtas lingkungan dan nilai_tanahnya, tetapi

calon peserta Konsolld'asl Tanah tetap menginginkan besar STUP yang serendah mungkin.
Oleh karena itu, * dalam ‘menjajagi kesepakatan ~calon peserta Konsolidasi ‘Tanah,
- mformasnyang dlsampalkan secara obyckuf harus benar-benar dapat dlpertanggung;awabkan e



terutama dalam menetapkan perkiraan besar STUP dan perkiraan biaya yang dll'mggung oleh
peserta Konsolidasi Tanah. : : o _

Sl

a.

Per umusan Iasil Penjajagan Kesepakatan

Dengan telah diromuskan RUPKT yang diperoleh dari hasil keglatan pemajagan lokasi
dan penyuluhan yang baik, diharapkan perumusan hasil penjajagan kesepakatan dapat
scgera diperoleh dari peserta Konsolidasi Tanah. Persetujuan peserta Konsolidasi Tanah
dituangkan dalam Surat Pernyataan Perselujuan tentang rencana Konsolidasi Tanah yang
ditanda- tang'ml oleh masmg masing peseria Konsohdasn Tanah.

Hasil penjajagan kcscpakamn yang bagus ]uga dldukung dengan persemjuan calon peserta

- Konsolidasi Tanah rencana pelaksanaan Konsolidasi Tanah oleh semua pihak yang terkail.

Seclain itu, persetujuan atas persenhse STUP juga mcrupak'm hal sangat pentmg sebaga:
haSII kcsepak’alan A

' Pcnctapan Lokasn KOHSOIldaSl Tanah

Usulan penetapan loka31 Konsolidasi Tanah dlSlapkan olch Scksi Pcngalurfm Penguasaan

- Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk diajukan penerbitannya sesuai ketentuan

yang berlaku. Berkas usuian dlmaksud mcncakup syarat- syar'it antara lain:

l) Berita  Acara kesepﬁkatan pelaksanaan Konsolidasi T: anah dari calon pescrta

- Konsolidasi Tanah yang ditandatangani olch 2 (duva) orang ‘wakil calon pescrta

Konsolidasi Tanah dan diketahui oleh Kepala Dcsa/Lurah dan Kepah Kanlor
 Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan i

2) Peta Lokasi Konsolidasi Tanah yang dltandalangam oleh Kepala K'mtor Pertanah'm o

Kabupateanola Ukuran peta sekurang-kurangnya datam format folio dengan skala_ _

= menurut kcbutuhan dan mcncakup pula adanya pctunjuk loka31 Konsolndasx Tanah

Sctehh persyaratan loka31 Konscl:dasn [‘anah dlpenuhl terutama persetujuan calon pescrla
Konsolidasi Tanah bagl semua syarat-syaral awal, maka lokasi terpilih dltetapk'm dengan

 Surat Keputusan.  Menurut Surat~ Edaran ‘Menteri Negara Agraria/Kepala Badan -
* Pertanahan Nasional Nomor 462-3872 tanggal 22 Desember 1997 tentang Penctapan

:Lokam Konsofidasi Tanah ditegaskan bahwa para pelaksana harus mcmpcrhatlkan

kcsesu'nan antara peruniukan tanah dengan RUTR dan hasil rapat Tim Koordinasi
Konsohdasn ‘Tanah ngkat Kabupaten!Kota Pcnctapan Loka& Konsohdasn 'lanah dengan
krlterla . L : I i

" l) Luas areal KonsohdaSI ']anah Perkotaan kurang atau sama dcngan lO hel\tar dan

L Konsolidasi Tanah Pertanian kurang atau sama dengan 200 hektar ditetapkan oleh
| Kepala Kantor Pertanahan 'Kabupaten/Kota, serta SK Penegasan oleh Kepala Kantor -
- Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropmSI dan SK Pembcrlan Hak oleh chala'

" Kantor Pertanahan Kabupatcanota S -

. 2) Luas arcal Konsolidasi Tanah Perkotaan lebih dan 10 hcktar dan Konsohdam Tanah _ o

Pertanian lebih dari 200 hektar ditetapkan oleh Bupatthahkota serta SK Penegasan

o - oleh menteri Negara Agrar;a/Kepala Badan Pertanahan ‘Nasional dan SK Pcmbenan

E Hak olch Kepala Kantor Pertanahan Kabup"f‘te“fKota lmmoanl

Come



3) Arcal terscbut sebelumnya telah tercakup dalam Izin  Lokasi,

namun

tidak

memungkinkan dalam proscs pembebasan tanah, maka Penetapan Lokasi Konsolidasi
Tanah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Sccara tabulasi, Penelapan Lokasi Konsolidasi Tanah dipilah kewmangannya scbagai

berikut:
Jenis - - - Kewenangan Penerbitan SK Penetapan Lokasi KT
Konsolidasi Tanah | Kepala Kantor Pertanahan Bupati/Walikota
Perkolaan s/d 10 ia . Lebihdari 10 Ha -
Pertamaancrdesaan 's./a'- 200 Ha - Lebilt dari 200 Ha

¢. Dengan diterbitkan ketetapan tersebut, berarli tclah terdapat kepastian lokasi Konsolidasi
" Tanah dan kesesuaian peruntukannya  dengan - Rencana | Tata Ruang Wilayah
K‘ibupatcnﬂ(ola setempat atau Rencana Tata Ruang yang rinci. Dengan demikian, untuk
- lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut tidak d1perlukan lagi Izin Lokasi, karena sclain
pertimbangan tersebut, juga mcrupakfm kegiatan “dari pemilik tanah sendiri yang
. berkeinginan agar penguasmn dan pcngguman tanahnya ditata melalm kcg:atan
'Konsohdw Tanah. - : N : -

1. Usulan Pcncgasan Tanah Ncgara scbagal Ob) ck Konsoltdasn Tanah

‘ Penegasm Tamh scbag'u Obyck Konsolldam lanah mcrupakan salah sqtu tahap yang cukup
. menentukan kelancaran bagi pcnyclcsuan iahap bcnkutnya Untuk itu, dalam penyi apannya
' pcrlu (hpcrhllungkan jadwal yang telah disusun, scjak pcngusulan secara ccrmat sesuai
ketentuan dan persyaratan yang bcrlaku hmgga pcncrbltan Surat chutusan Pcncgman 'lamh _ '
'scbag'n Obyek Konsohdasn T'mah R

a. Usulan Pcnegasan T'mah Obyck Konsalldam Tanah

Bcrkas usul pcnegasan dlSlapkan oleh Sck51 Pcngaturan Pcnguasaan Tanah umuk dlusulkan Z
~oleh chala Kantor Pertanahan. Kctcnluan pcncrbltan Surat chulusan Pcncgasan saal int
, dapat dltabclkan sebag’n benkul L

Persyarat‘m Surat Kepulusan antara lam

= Jenis Ke\\ enangan Pencrbllan SK Penegasan _
- '.' RPN chala Kantor Wilayah | - Menteri Negara Agrana/
Konsohdasn Ta|1gll BPN Propinsi Kepala BPN :
Perkmaan : e Cs/d10Ha - Leb:h dari 10 Ha : _f
B Perhmaancrdesaan : o sd200Ha Lgbib dari 200 Ha.é_

1) Sural chutusan Pcnelapanloka& Konsohdasn [‘anah R T R :

©.2) Daftar atau Surat Pernyataan Perselujuan dan peserla Konsohd'isn 'l'm'ah (entang
Rencana Konsolidasi Tanah. il S : :

3) Daﬁar Pescr{a dan Luas Pcmlllkan Tanah masmg-masmg peserla Konsohdasn f anah

Ax0




4) Daftar atau Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Peserta Konsolidasi

Tanah.
5) Peta Situasi dan Lokasi Konsolidasi Tanah dengan inzet petunjuk lokasi dalam format
- folio, yang ditandatangani olch ch'ﬁa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
~ 6) Peta Penggunaan Tanah pada wilayah sekitar lokasi dalam format folio.
7 Peta Rencana Umuin Tata Ruang/Rencana Detail Taat Ruang (RUTR/RDTR).

8) Desain Konsolidasi Tanah atau Rencana Blok (Block-plan) pada lokasi Konsolidasi
Tanah beserta Daftar Perhitungan Rencana Luas dan Peruntukan Tanah sebelum dan
sesudah Konsolidasi Tanah berupa tabel, yang dituangkan ke dalam peta tersebut.

9) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kantor Pertanahab setempat.

_10) Keterangan Riwayat Tanah lokasi Konsolidasi “Tanah (bukan tiap bidang hmh) yang
dltandflhngam oleh Kepala Kanlor Permnahab setempat

Agar proscs pcncrbltannya dapal cepat hcndaknya berkas usulan telah lengkap Maka
dilakukan pcmcrlksa'm (checkmg) tcrhadap kclengkapan dan kebemran persyaratan berkas.

b Pcncrbltan Surat Keputusan Pencgasan Tanah Obyek Konsohdasn Tanah '

Sctclah meneliti kelengkapan bCl’k'\S serta melalm e\mlmm b'lhwa usulan telah sesual dengan

o ketentuan, maka SK Penegftsan akan diterbitkan dalam waku sckitar 2 (dua) minggu scjak

diterimanya bcrkas yang lengkap dan benar Selanjutnya SK Pencgasan Tanah Obyck

" Konsolidasi Tanah dikirimkan ke instansi yang bersangkutan bcscrta tembusan kepada yang

_ bcrkalt'm Kemudnn dapat segera dlpersmpkan penerbitan SK Pcmbenan Hak Atas Tanah
- 'sehmgga persmpan semﬁkast dapat segera dimulal '




II. PENYELESAIAN KONSOLIDASI TANAH

Scbagai kelanjutan dari Penyiapan Lokasi Konsolidasi Tanah, bab ini ‘merupakan snialu
rangkaian utuh yang tidak bisa dipisahkan sebagai pcdoman teknik operasmnal bagl para
pelaksana dalam menangani kegiatan Konsolidasi Tanah,

Ruang lingkup kegiatan Penyeleswm Konsolidasi Tanah mellputl

* Identifikasi Subyek dan Obyek
" Pengukuran dan Pcmntaan Rmcukan/Kclllmg _
* Pengukuran 101)0gr1ﬁ dan Pemetaan Penggunaan 'lanah apablla dlperlukan ,
Selcksi Calon Pencrima Iak (bila diperlukan, sesuai ketentuan yang berlaku).
Pcnyusumn Rencana B]Ok/Pl’ldCS"llll Konsohdas; ]anah dm Pcrhltungm luas
Rencana Peruntukan Tanah, © -
Penyusunan Desain Konsollda31 Tanah (DK T ) : -
Musyawarah tcnt‘mg Rencana Pcnctapan K‘welmg B'iru/Dcsam Konsohchsl I'nnh
" Pelepasan Hak Atas Tanah oleh para Peserta Konsolidasi Tanah. -
~ Usulan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah.
10. Penegasan Tanah sebagai Obyek KO]]SOlld’lﬂ ['mah '
11. Stake-out/Realokasi. . 2 : SN
R VA Pcncnbltan Surat Kepulusan Pemberlan Ilak Alas I' 'mah
13. Scrtifikasi Tanah. . o5 : S o
- 14. Konstruksi (Punbcntukml/Pcmbcrsnhan B‘nd'm Jalanll’f:rlt Prasaranﬁ umum, dan
hain- hm) ' : TR

Ao

Rl RN

hd

A. KEGIATAN LAPANGAN *
1. Idcntnﬁkam Suby ek dan Obvck

Pendataan sub)ek merupak'\n mvenhnmm 1dentms subyck hak " atas hmh scbag‘u

pemilik/penggarap tanah yang meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan dan informasi lain

~ yang diperlukan. Sedangkan pendataan obyek merupakan inventarisasi obyek tanah yang
meliputi luas tanah menurut surat bukti hak atas tanah yang dimiliki peserta Konsohdasn :

- Tanah (misalnya girik, sertifikat, SPPT/Surat Pcmbcntahuan Pajak Terhutang dan lainnya),

batas-batas tanah, asal tanah (inisalnya Jual beli, waris, hibah dan Iamnya) dan apabila tanah
war:san dllamp:rkan silsilah, keturun’m waris, surat kuasa umuk mengurus dan lain- hm

2. Pcngukulan don Pcmchm Rmmkanﬂ(chlmg

Pengukurfin dan l’emctmn Rmcnkan/Kelllmg dlselcnggarakan untuk mcngclahlu batas tlap '
persil pada lokasi Konsolidasi Tanah. Kegiatan ini dllaksamk'm oleh petugas yang ditunjuk -
melalui Surat Tugas dari chah Kantor Wilayah™ BPN Propnlsl atau Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota menurut luasan tertentu sesuai dengan peraluran yang berhku

o Peng,ukuran dan i’cmelaan Rmcnkan/Kclllmg lerdm alas

‘Pcngukman batas balas uap pcrsﬂ
Pemetaan hasil pengukuran tnp pcml
~ Perhitungan luas tiap persil, . he - S :
Pencocokan luas tanah hasil pmgukuran dan pemcta’m rmmkan dengan luas l'unh '
T yang tcrcanlum dalam girik, SPPT, sertifikat atau bukt hak atas tanah lainnya.

:L.O'::r'.ﬂ

- Apabila tcrdapat perbedaan angka luasan persil tanah, maka yang dipakai adalah hasil _:‘ e
perhitungan luas dari hasil pengukuran di lapangan dan luas sebcnarnya dlbcnlahukan s

kcpada pcmlhk tanah yang bersangkutan



¢. Penomoran dengan urut tertentu pada sctiap perSIl tanah pada Peta Rincikan, untuk
. mempermudah pemetaannya, :

. Pemctaan rincikan digunakan scbagai das-ir dalam penyusunan Dcsam Konsohdasn
Tanah berdasar hasil pengukuran.

g. Hasil pengukuran rincikan berupa Peta Rincikan dengan skala 1:1.000 atau skala

© tertentu menurut kebutuhan. Peta Rincikan ini dllcngkapl dcngan nomor persil, jalan
dan saluran air, bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sudah ada, dengan
mencantumkan nama masing-masing peserta Konsolidasi Tanah berikut luas tanahnya.

3. Pcngukuran I‘opograﬁ dan Pcmehan Pcnggunaan Tanah |

Bila sangat diperlukan dapat dilaksanakan pengukuran topograﬁ dan pcmctaan pcnggunaan
tanah. Pengukuran topografi dimaksudkan untuk mengetahui kelinggian dan sudut kemiringan
lereng pada lokasi Konsolidasi Tanah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk
melalui Surat Tugas dari Kepala Kantor Wllayah BPN Propinsi atan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota menurut luasan tcrlcntu scsual dengan peraturan yang bcrlaku '

- Kegmlan d'xlam Pengukuran 'lopograﬁ mellpuh L

a. Mengukur kelmggmn tmk-tmk teﬁentu p'ida loka51 Km‘nsolldasn Tanah, deng'm satuan

meter di atas permukaan alr laut sehmgga nwnghasnlkan tluk lltlk ketmgglan.
- (spotheight). " : : - :
- b. Memetakan hasil pengukuran dengan skala l 1000 atfiu skala tcrtenlu menurut', :
=+ kebutuhan, . SR AR AR R
“ '¢. Membuat Peta Kontur (memual mformasn gar;s gans yang menghubungkan hhk—lmk

" dengan ketinggian yang sama). S :

d. Menghllung sudut kemmngan lercng

.Pela Topograﬁ dlbuat dengan skala 1:1 000 alau skala leblh besar dan menggunakan mtcrvaf B

~ kontur sctengah sampai dengan satu meter dan dlg‘ibungldlovcrlaykan ke dalam Peta Kchlmg ‘

'Apablla ternyata beda tinggi antara titik tertinggi dan titik terendah pada lokasi Konsohdam

Tanah kurang dari satu meter dan digambarkan pada Peta Kchlmg menghasnlkan gambaran
“yang tidak mencerminkan mformasn ketinggian tertentu secara jelas, maka sebaiknya tidak &

mcnggunakan Peta Topografi. Jadi penggunaan Pcta Topograﬁ disesuatkan dengan kondisi . -
topograﬁ lokam Konsohdasn Tanah ' o ‘

- B Maksud Pemelaan Pcnggunaan 'lanah adalah unluk mengetahun jems penggunaan tanah saal ;
ini (present land-usc) pada lokasi Konsolidasi Tanah. Kegialan pemetaan penggunaan tanah

meliputi survai lapangan dan memetakan ke dalam Pcta Pcnggunaau Tanah dengan skah ' :

1:1.000 alau skala terientu menurut kebutuhan

_ iHas:l pemetaan 'lopograﬁ dan Penggunaan Tanah temtama dlperlukan umuk pcnyusunali
' Rencana Blok dan Desam Konsohdasr I‘ anah. v : :

L 4 Selcks1 Calon Penerlma Hak

Dalam rangka selck31 calon pcnenma hak alas tanah khususnya pelaksanaan KonsohdaSl ,

' Tanah Pertanian - yang merupakan kaitan dcngan ‘redistribusi tanah pertanian, “diupayakan -
- '“,"mela]un peneniuan prioritas. Hal ini mcngmgat bahwa luas tanah pertaman yang akan :
dlbaglkan sangat terbatas sedangkan Jumlah pctam yang memerlukan sangat banyak

Cmm



Pencntuan prioritas tersebut menyangkut urutan petani yang palmg membutuhkan dan petani
yang sudah mempunyai hubungan yang ecrat dcngan tanah yang dlgarapnya, harus telap
dijamin kcl'mgsungannya ;

5. TPeny u'suﬁ'an Rencana Blokal_adesam Konsol:da31 'Ianah dan Pcrlntungan Luas
Rencana Pcmntukan Tanah :

Pcnyusunan Draf Rencana Blok dnnaksudkan scbagal - langkah awal untuk penataan
secara fisik rencana  blok peruntukan/penggunaan tanah pada lokasi  Konsolidasi
‘Fanah. Hal ini dimaksudkan agar terwujud suatu kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas
~ umum dan fasilitas sosial yang diperlukan menurut kriteria dan  standar perencanaan tata

ruang. S : :

.__llasﬂ akhlr darl Draf Rencana Blol\ ini '1dahh sualu . gambaran lata letak dari rencana
struklur jaringan  jalan, blok kave!mg, blok fasilitas . umum, blok fasilitas sosial dan blok
Tanah Pengganti Biaya . Pelaksanaan (TPBP) yang dituangkan dalam peta berskala
1:1.000 atau skala lebih besar Draf Rencana Blok terscbut selanjulnya dlmusyawarahkan '

“dengan para peserta Konsolidasi Tanah dan karenanya dapat berubah sesuai dengan hasﬂ -

_ kesepakatan dalam musyawarah dengan pcscrta Konsolidasi Tanah. .

' Penataan fiSlk dalam pcnyusunan Rencana Blok mellpuh penataan bentuk luas dan letak
: masmg-masmg blok jenis peruntukan tanah, Penataan (ersebut mencakup rencana jalan, blok= '

" kaveling, blok fasilitas umum, blok fasilitas sosial, blok TPBP, blok areal komchIal dan
_blok lainnya yang diperlukan, - sehingga terwujud. suatu tatanan kawasan yang sesllal o

- dcngan Rencana Tata Ruang Wl}ayah yang dltetapkan

- Penataan ﬁsnk tersebut dlte'mpuh '_melalul ' proseé “:;'J'é)}gées'éran ' penggabungan '

pemecahan, penukar(m'dan' lainnya. Meskipun  demikian harus tetap diupayakan agar -

- pergeseran fetak blok sedekat mungkin dengan letak tanah  semula untuk menghindari
penggusuran dan kaveling ‘terbang/hilang maupun kavclmg bcrpmdah _|auh ataupun kavelmg '
: s:lumanfkavelmg baru yang tlba llba muncu] B : : -

: _Unluk menyusun Rencana Biok, dl(empuh dengan langkah langkah sebagal berikut: o

a. Menyiapkan data dan peta yang menunjukkan  kondisi awal pada lokasi Konsollda51 ,

~ Tanah. Untuk mempcrolch data dan pcta tcrsebut dilaksanakan dengan pendataan yang
: mellpuu ) : . : L R R IO

Y Luas lokasn Peta L okaSI dan Peta Kehlmg '
2) Luas tanah dan Peta Rincikan sebelum Konsolidasi Ianah
3) Peta Topografi dan Penggunaan Tanah sebelum Konsolidasi Tanah ‘ : S
© 4) Daflar luas dan penuhkan tanah sebe!um Konsohdasn Tanah yang drsesualkan dengan' :
~ Peta Rlnmkan : : o . TN P ;

b. _Menylapkan mJukan Rencana Tala Ruang Wllayah pada kawasan tersebm Yallg tclah |
- ditetapkan olch Pemerintah “Dacrah yang bersangkutan, Rulukan tcrsebut dapat bempa
- Rencana Tata Ruang Wllayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana.

- Teknik Ruang Kota (RTRK). Dalam Penyusunan Rencana Blok, rujukan yang - lebih |
. relevan adalah RDTR dan RTRK karena lebih rinci. : Kriteria dan standar tekmk'_.g___ _
;a_perencanaan yang terluang dalam RDFR/RTRK tersebut dapat dnjadlkan se_bagat

| rujukan terutama dalam hal penetuan -

AT



D Rencana j jenis dan hierarki Jarmganj'ilan Sehmgga (hpat diperkirakan kcbu{uhan
: tanah bagi j Jarmgan jalan.".
2) Rencana jenis dan jumlah fasilitas umum serta faSIhtas sosial yang diperlukan,
- schingga dapat dlpcrklrakan kebutuhan tanah untuk seluruh fasilitas umum dan
fasilitas sosial. - - : o :
3) _Rencana kep'id'itan bangunan dan rencana perpetakan bangumn Hal ini
- diperlukan untuk - merencanakan blok kavelmg dfm luas masmg—masmg kaveling.

c. Menyiapkan Daftar l’erhntungan Rencana Luas dan Peruntukan Tanah  scbelum dan
sesudah Konsolidasi Tanah, untuk mcmpernmdah proses perhitungan luas tanah masing-
masing peruntukan. Dari hasil perhitungan - tersebut, dapat diketahui persentase

_ Sumbangan Tanah Unluk Pcmbangumn : -

d. 1 \Aelakukan penggambaran Draf Rencana Blok lokas1 dengan mcnyusun tah lctak dan
__ masmg-masmg blok kaveling, jaringan Jalan pusat pelayanan (fasilitas sosial dan
- fasilitas umum) dan kebutuhan lain  yang diperlukan. Luas tanah pada daftar harus
_ sama dengan luas tanah pada peta. Daftar perhltungan luas ‘masing-masing blok
tersebut dntuangkan pada Peta Draf Reneana Blok ' ' '

e Mcngajukan draf Rencana Blok kepada para peserla " Konsolidasi Taneh uﬁtuk
. dlmusyawarahk'in dalam rangka perseluman dan pengambllan kepulusau akhlr atas
' perhllungan luas sTup dan Rencana Blok. . : : :

_ Dalam penyusumn tata ictak pada draf Rencana Blok tcrsebut dlpertlmbangkan berbagal hal
' 'antaralam S S . .

l) Struktur dan hll’dl‘khl ]armgan jalan

",'Jarmg‘m Jalan dlupayakan dapat melayam setlap blok dan persnl lanah Pola Jarmgan'
jalan disesuaikan dengan kondlsn _ Konsolidasi Tanah. Beberapa pola j jaringan jalan antara

7 lain Pola Kotak (Grid Type), Pola T-Sllang (T-Cross Type), Pola Putar (Loop Type), Pola

Kuldesak (Cul-de-sac Type), Pola ngkar (Clrclc Type) atau Pola Campuran (Comb1mt10n
: '[ype) (llhat gambar terlamplr) ; L

S Dl sampmg pola Janngan Jalan, Juga perlu . dlperhatlkan lcbar Jalan sesuai dengan'
o hlerarkmya Sebagai' bahan - pe_rbanql_mgan, dalam suatu kawasan perumahan sering -
3 dl_]llmpal hlerarkljaian yaltu L “ : : oo
() Jalan lebar 4 sampal 6 meter (Rl)
@ Jalan lebar 6 sampal 8 meter (Rg)
= (3) Jalan lebar 8 sampai 12 meter (Rg,)

o (4) Jalan lebar leblh dar112 meter (R4) L : : : ;
Scca:a skematis, hlerarkl Jalan _ tcrscbut mcnggambarkan setlap jalan dan akses setlap
¥ persrl tanah terhadap ]aian ' s T 0 : :

2) Luas dan Ukuran Blok Kavelmg

o Dalam menenlukan luas dan ukuran blok kavelmg, perIu dlperhahkan hal hal sebagal
ber:kut : EERR , . | | L

(1) Peruntukan blok kavelmg, blok taman, bluk sekolah dan lamnya Blok sekolah:-_
: dlsesualkan denoan ukuran luas kebuluhan lanah sesual standar lekms yang dltclapkan o



untuk jenis peruntukan yang dlrcncanakan '

(2) Jalan yang lebih lebar scharusnya melayani blok yang lcblh besar. Hal ini terka:t
dengan Garis Scmpadan Bangunan ((JSB) sepcru yang dltetapk'm dahm chcana'
.. Tata Ruang Kola.

(3) Luas, bentuk dan ukuran kavchng yang dlrcncanakan pada blok I\avelmg Ukuran
~ Iebar depan jalan dan panjang kedalaman scbaiknya ideal dan menghindari adanya
_ kaveling terlalu ~ gemuk ~ atau terlalu kurus. Meskipun betum ada ketentuan yang

mengatur bentuk  kaveling, disarankan agar lebar kaveling depan jalan minimal 6
meter dan panjang kedalaman kaveling antara satu dan dua kali lebar depan jalan.

3) Tata Letak Fas:lllas Umum dan Fasilitas Sos:al

Pembangunan fasilitas umum dan fa31I1tas sosnal d}lal\sanak'm uutuk mcl'lyam kcbutuhan '
penduduk dalam lokasi Konsolidasi Tanah. Letak fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut,
diupay. akan agar dapat dljangkau oleh’ penduduk dengan mudah untuk memenuhl kebutuhan E
penduduk secara sennb'mg sesuat dengan wnlayah pelayanannya S

4 Ta"ah P""gg"““m?‘)aPe'aks‘maan (TPBP),jlka dlperlukan s

TPBP a(lalah bagtan dar; SlUP yang dlserahkan kepada pnlnk kctlga (lcngan pembayaran '
kompcnsasn ‘dengan uang yang dlpergunak'111 “untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan
Konsolidasi Tanah. Oleh sebqb itu, pada h‘lkekatnya 'IPBP mcmpakan tamh unluk dl_]ml '
l\epada plhak lain. = : SR _ ~ . S

alam hal pelaksanawn fisik Konsolndasn lanah dlblayal mehlm dana Anggar'm Pemermhh _
~ maka hasil penjualan TPBP dapal dlpcrgumkan bagi pembangunan prasarana dan sarana
lingkungan, serta pembangunan fasilitas umum dan/atau_ fasilitas sosial lain, mrsalnya

~konstruksi jalan,” pembangunan Jembatan/gorong-gorong, pembangunan Kantor Kepala
.Desa!l urathIlRW d'm lam lam R ‘ ’

_ Maka TPBP teracbut sebalknya dlpOSlSlkan pada Iok’m yang stratcgls sccara komersnal d'm :
diharapkan cepat terjual dengan harga yang layak dan dapat dlpcrgunakan untuk membiayai

. pembangun'm !Cblh lanjut chuiuhan TPBP dnetapkan dengan mempemmbangkan Inl hal_
an{ara lain: 7 . _ : S . :

" (1) Kelersediaan anggar‘m dllmjau d‘m sumber dan besar anggaran _' ST
- (2) Hasil akhir dan ruang lingkup pekerjaan yang ingin d:capal ST
(3) Kesediaan pcscrta menyumbangkan tanah unluk T PBP

‘ Sesuai dengan Surat Fdaran Menteri Ncgara Agrarla./chala Badan Per(anahan Nasloml RER
~ Nomor 410-1637 tanggal 7 Juni 1996 tentang Pengelolaan TPBP* Konsolidasi ‘l'anah,
3 dlteg'\skan bahwa pemanfaatan TPBP digunakan untuk memblayal pclaksanaan Konsolidasi e
* Tanah. TPBP diserahkan kepada pihak lain, mlsalnya swasta perorangan atau badan hukum s

atau pcserla yang memlllkl perstl tanah kccnl dengan kompensaSI uang

Scdangkan h'lrga TPBP yang dlserahkan kepada plhak lam tersebut dltetapkan oleh Tlmi_' g . o
- Koordinasi. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan mcnycrahkan TPBP tersebut dengan:.-_.- Lo
menerbitkan Surat ljin Menggunakan Tanah (SiMT) selanjutnya menjadl dasar pembenan hak o

. atas lanah kepada yang bersangkulan




Datam hal pembelanjaan vang hasil penjualan TPBP, pengelolaannya dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan proposal yang disusun
dengan persetujuan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah, di mana wakil peserta Konsolidasi
Tanah termasuk scbagai anggota tim yang ikut menyetujui.

6. Penyusunan Desain '.}"(:oll'sbl.igl'asi Tanah (DKT) S
Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah (DKT) dimaksudkan untuk menyusun perencanaan
letak, bentuk dan luas kaveling-kaveling baru pada lokasi Konsolidasi Tanah, sctclah

dikurangi dengan STUP. Luas masing-masing kaveling diupayakan agar scsuai dengan hasil
perhllungan yang telah dlsepakatl olch peserta K0|1sohd'131 Tanah.

‘Hasﬂ dan penyusunan Desain Konsolldas: I‘ anah dltuangkan ke dalam pcta dengan ‘skala
1:1 000 yang menggambarkan letak, luas, bentuk dan batas ka\'elmg lanah pada senap blok
secara temb d'm temiur Desam KO]]SO]ldaSl lanah mcncakup :

* Rencana masing- masmg kavelmg pada blok yang ada o
Rencana jaringan jatan. * © - CUE R
Rencana kavclmg fasilitas umum dan fasilitas sosial.

" Luas masing-masing kaveling menurut jenis peruntukan tanah.

a o =*9=f"

‘ Cara pcnyusunan Desaln KOI]SOhd‘lSl Tanah sebagal bcrlkut

‘A Meny;apkan Peta Rmmkam”[’ennllkan Tanah semula Draf Rencana Blok dan Daﬂar .
>~ ' Perhitungan chcana Luas Perunlukan Tanah yang telah dlsepakatl oleh pcsena
ol Konsolld'151 ianah ' SR : _ _ ,

' b Draf Rencana Blok dan Daftar Pcrhltungan chcana Luas Peruntukan [anah duadtkani
L scbagal acuan dalam penyusunan Desain Konsolldasn Tanah Peta Rmmkan semuh .
- _dlgunakan untuk acuan dalam penempatan letak kavelmg baru -

¢. Mengacu pada Daftar Perhmmgan Rencana Luas Perumukan l'mah tcrsebut R
" selanjutnya dihitung dan ditetapkan luas masing-masing kaveling yang akan
dialokasikan kepada sctiap peserla setelah Konsolidasi Tanah (setelah dikurangi STUP
~yang telah disepakati peserta Konsolidasi Tanah) Luas masmg—masmg kaveling bara
 tersebut disajikan dalam suatu Daflar Luas Pemilikan Kavelmg Baru yang merupal\an'

- “pedoman dalain merencanakan kaveling baru pada Dcsam Konsolldasr Tanah mauplmi
" pada saat stakmg outfrealoka51 di lapangan A S el i

- -ﬁ&."'"_chsar Sl‘ UP yang lelah dlhltung sebelumnya, mcrupakan Jum]ah kcseluruhan_--'_
' umb'mg'm yang dlperlukan Besar sumbangan yang dibebankan pada tiap kaveling

""-"'j"‘_dmpayakan agar menempuh cara yang adll sehmgga mudah diterima olch peserta'

Konsolidasi Tanah. Maka dlplllh metode yang p'ﬂmg sesuai dengan kondlsl pada tiap -.

o ;lokas; Sebagai pcrumbangan dikcmukakan tiga metode yang lamm dlgunamn untuk_ S
. mcughltung beban bcsamya sumbangan tanah hap kavehng, yallu ' Lo

l) Metode Luas l‘ anah

- 2) Metode Nllal Tanah danlatau R 3 o '
3) Metode Gabungan Luas Tanah dan Nllal F anah



Metode Luas Tanah dimaksudkan bagi besar sumbangan yang dibebankan pada masing-

“masing kaveling, dihitung dengan besar persentase yang sama untuk keperluan fasilitas

umum dan fasilitas sosial serta TPBP. Sedangkan besar sumbangan tiap kaveling untuk
praS'lranajalan bervariasi tergantung pada faktor jalan pada kavc]ing terscbut.

Pada Metode Nilai Tanah, bcsamya sumbangan tiap kaveling dihitung berdasarkan nilai

tanah. Besar sumbangan dapat bervariasi, proporsnonal dengan nilai tanah masing-masing

kaveling bila diperbandingkan antara sebelum dan sesudah Konsolidasi Tanah. Nilai tanah
- kaveling  scbelum  Konsolidasi Tanah - dapat .. . diperhitungkan dengan
 mempertimbangkan kelas tanah, harga dasar dan lamnya Scdangkan nilai tanah scsudah
- Konsolidasi Tanah dlhmmg berdasar perksra’m : o -

c. ‘Selan_]umya m'ismg-masmg kavelmg diletakkan pada masmg masmg blok kaveling pada "
Peta Rencana Blok. Dalam meletakkan kaveling, apabila ada pergescran, diupayakan agar

B kavclmg baru tctap ‘dekat lctaknya dengan kfwelmg sebelum KOIISOlIdaSI Tanah dengan_
E mempcrhaukan Peta Rincikan scmula '

" f. Selain letak kavelmg, dlperhatlkan pula bentuk dan batas kavelmgnya Bcntuk k'welmg
ideal umumnya panjang kedalaman sekurang- kurangnya 1,5 kali kali lebar di pinggir jalan.

*. Batas kaveling sebaiknya dmpayakan lums sampai pada sisi depan alau sedckat- dekatnya‘
denganjalan S S A .

-7 Musya“ arah tentang Rencana Penetapan Kavclmg BarulDesam Konsol:das; [‘anah

o Musyawamh di antara pelaksana dan peserta. Konsohd'm Tanah dtmaksudkan untuk lebih
meyakinkan kepada peserta Konsolidasi Tanah bahwa sctelah dlad’ikal‘l penetapan kaveling

baru (realokasi) di lapangan dan dikurangi untuk STUP, niaka mungkm terjadi perubahan

" bentuk dan luas kaveling baru. Akibatnya, dapat terjadi pergeseran letak kaveling masing- '

“ masing peserta setelah Konsollda31 Tanah.’ Selain itu, = akibat pergeseran tersebut,

- dimungkinkan terjadi pembongkaran pagar, bangunan ataupun tanaman yang dimiliki peserta

‘Konsolldam Tanah, Hasil musyawarah tersebut dibuat dalam Berita Acara yang ditanda-
- tangani olch Ketua Satgas Pelaksana Konsolndam lanah dan sebanyak banyaknya 3 (tlga)
: orang wakll peserta Konsuhdasn Tanah SR . , e '

& Pelepasan Hak Atas Tanah '

" Setelah Desam Konsohd351 Tanah dlsepakats mclalul musyawarah selanjutnya dllaksanakan -

N ~ kegiatan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh peserta Konsolidasi Tanah, Pernyataan Pelepasan e

Hak Atas Tanah dimaksudkan untuk memenuhi syaral legahtas agar menjadlkan status tanah -
sebagai tanah 3 yang langsung dikuasai olch Negara, wa!aupun secara f 31k tanah terscbut masnh
dltempatl oleh pesena Konsollda31 ]anah o : --

Dengan status tanah Negara, sesuax peraluran perundang—undangan yang berlaku Pcmermtah :
* berwenang untuk menata kcmbah penggunaan dan penguasaan tanah sesuai hasil musyawarah :
- dengan pcscrta Konsolldasn Tanah. Surat Pernyataan Pelcpasan Hak Atas Tanah fersebut,
 ditandatangani oleh masing-masing peserta Konsolidasi Tanah yang bersangkutan di hadapan

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupateanola Hal hal yang perlu dlperhatlkan dalam pelcpasan
'hak atas lanah adalah ' S . RN .

" a. Pcserta Konsohdam Tanah datang sendm ke Kantor Perlanahan Kabupaten! Kota untuk
' membuat Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Negara " :



b. Apabila tanah terscbut sudah bersertifikat dan diagunkan/dijadikan jaminan kredit pada
salah satu bank, maka harus ada persctujuan dari pihak kreditur yang bersangkutan. Untuk
itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat perlu memberitahukan secara -
tertulis kcpada kreditur dan diselesaikan sesuai dengan ketcnluan pcraturan perundang-

“undangan yang berlaku.

c. Apabila tanah yang bcrsangkutan merupakan pemilikan bch'ima misalnya suami-isteri,
~maka yang menandahngam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah suami-

" isteri secara bersama-sama. Pada saat pelepasan hak atas tanah, sertifikat dan bukti hak
" atas tanah lainnya harus diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupatcnf Kota
setempat, Persethuan pada tanah-tanah aset pemerintah berasal dari mstansn yang
: bcrsangkulan yang dlkualkan oleh pcjabat kantor/instans tersebut ' o '

9. Usul Penegasan Ianah Sebagm Obyek Konsohdam Tanah

Seb'lg'n dasar penerblt'm Surat chulusan Penegasan Tanah scbagai Ob}’ek Konsolldasn
Tanah (SK PTOKT), dlpcrlukan dokumen usulan PTOKT dari Kepala Kantor Pertanahan '
_Kabup'ilcnll(ola lokasn pelaksanaan Konsohdam T anah yang bersangkutan

_ Surat Usulan tersebut harus selengkapnya dlkmm deml Iancamya proscs pcnerbltan SK |
- PTOKT. Kelengkapan warkqh usulan mellpuh . . :

_ Surat Kepulusan Pcnetapan Lokas; Konsohdam Tanah _ :
Pcta Sllua31 Rencana Konsolidasi Tanah dan/atau Peta cuuuuk Lokasn -
Pela Pcnggunaan ‘Tanah dan Peta [opograﬁ bila perlu (ada mterval kontur)
Peta Rencana Tata Ruang/RlRKfRDTR L :
Daftar Peserla dan luas pemlllkan tanah masmg—masmg peserla Konsolxdasn Tamh ,
Daflar atau Surat Pernyataan Perselu}uan dari peserla Konsohdas: Tanah temang .
‘-Rencana Konsolidasi Tanah. - - ‘ -
Daftar atau Surat Pemyataan Pelepasan Hak Alas Tanah dan Peserta Konsohd’tsn [anah
Peta Desain Konsolidasi Tanah. - Lo : T :
Surat Ketenangan Pcndaﬂaran Tanah : - 5 > :
Keterangan Riwayat Tanah yang dlkcluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan :
- Kabupaten/Kota, - . .~ = :
k. [am lain yang diperlukan e

e .rn-.=-.°'-p'.m

Rt o l:’-

B Bcrdasarkan kelenluau peraturan yang berlaku terdapat pemllahan kewenangan pencrbltan

o SK PTOKT masmg masmg

l) bag1 ioka31 yang luasnya kurang dan hmgga 10 hektar usulan dltujukan kepada Kepala :

Kantor Wilayah BPN Propinsi unluk memperoleh SK PTOKT dan Kepala Kantor -

* Wilayah yang bersangkutan. - .
2) 'bagi lokasi yang luasnya lcbih darl 10 heklar usulan dllujukan kepada Menten Negara
Agraria/Kepala BPN melalul chala Kantor Wllayah BPN PropmSI yang bersangkulan

-Apablla SK PTOIG dltcrbltkan oleh Menterl Negara Agrarla! Kepala BPN maka usulan -
’ pcrmohonan tersebut dlSlapkan oleh chala Seksi Pengaturan Periguasaan Penguasaan Tanah =

) dan diajukan ‘oleh Kepala- Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota: kepada Menteri Negara

--':;VAgrana!Kepala BPN melalm Kepala Kantor Wllayah BPN Propms: yang bersangkutan




Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi memberikan rekomendasi dan meneruskan
kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, setelah berkas usulan diteliti oleh Kepala
Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah mengenai kclengkapan dan kebenaran persyaratannya.
Perlu diingat, bahwa Lelcngkapan dan kebenaran persyaratan usulan permohonan tersebut
sangat mempengaruhi cepatnya proses pcnyelcsalan ‘SK PTOKT di BPN l’usat.

Ap'iblla SK P T OKT dltcrbltkan olch chala Kantor Wllayah BPN Propum maka Bl’N Pusal '

mendapatkan tembusan SK PFOK’l‘ tersebut, scdangkan SK PTOKT yang dxterbllk'm olch

Menteri Negara Agr'nlalKepala BPN akan dikirimkan kepada Kupala Kantor Pcrlanahan
' abupaten/l(ota yang bcrsangkutan dcngan tcmbusm kepada semua yang berkaitan, lmsalnya
Gubernur, Kepala Kantor Wilayah BPN Propmsl dan Bupau/Wahkol lempat ioka51
Konsolidasi Tanah dllaksamkan ' :

10 Pcncgasan Tanah Sebagal 0b3 ck Konsolidasi Tanah e

Surat chulusan Pcnegasan Tanah Obyck Konsolidasi ‘Tanah dlmaksudkan sebﬁg'}l dasar

_ kcwenangan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

‘Nasional untuk menata pcnguasaan dan penggunaan tanah melalui Konsohdasn Tanah. SK

- PTOKT diterbitkan setelah menerima pelcpasan hak atas lanah dari peserta Konsohdam Tanah -
kepada Negara di hadapan chala Kantor Pcrtanahan Kabupatenl[(ota sebaganmna tcrlamplr

dalam berkas usuhn PTOKT : :

Sural chulusan Penegasan tersebtit itlga sekiligué: iﬁéﬁlbérikzin kewé’m"ngan Képala' K'mldr -

- Wilayah BPN Propinsi dan ‘Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, untuk secara -~
operasional menata penguasa'm dan penggunaan tanah pada lokasi tersebut sesuai dengan ¢

Desain Konsolidasi Tanah yang telah dlsepakali olch pcscrta Konsoluhm Tanah dan dlSCllljlll i
oleh ms{anm terkalt yang berwenang S : ' :

Scsuai dcngan Surat Edaran Mcmcn Negara Agrana/l(epala Badau Pcnanahan Nasmnal

" Nomor 410-2084 tanggal 30 Juni 1998 tentang Peningkatan Pelayanan K011sollda51 Tanah, . .

~ ditegaskan bahwa SK PTOKT diterbitkan oleh Menteri Negara Agrarr}/Kepqla Badan

Pertanahan Nasional untuk lokasi yang Iuasnya lebih dari 10 hcktar dan diterbitkan oleh -
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atas nama Menteri Negara' o

Agraria/Kepala Badan Pertanahan _Nasmnal bagl lokasn y‘mg luasnya lld‘lk leblh dar: lO
(scpuiuh) hektar. , : _ , a

Berd'\squfm p'lda hal tcrscbut di atas, lmk'1 Mcmen Agrarlachpala Badan Pcrtanahan L

~ Nasional atau Kepala Kamor Wilayah Badan Pertanahan N’lSlOlla] Propirisi akai menehpkan i
“lokasi Konsolidasi Tanah lcrsebut dalam SK PIOK'I setehh mempcrtlmb'mgk'm fflktor— o
f'iktor 'mhra iam sebagal berlkut AR RS B '

a. Kepastlau data subyck dan obyck scbclum Konsohdaa Ianah , , RN
*b.” Kepastian dari rencana sctelah Konsolidasi Tanah, mellpuh kcscsﬁalan Ioka‘;l deng,an

~ Rencana Tata Ruang Wllayah chcam Desain Konsolidasi Tanah, tcrmasuk rcncana o
tuas dan perunlukan masmg-masmg persﬂ fasﬂltas soma} dan fasﬂltas umum scrta S

. TPBP.

c. Kepasllah= persetujuan darl pemlllk tanah sebagal peserta Konsollda31 lanah dan'_; L

. - persetujuan atas Rencana Blok/Desain Konsohdam ‘Tanah serta pelepasan haknya
~d." Kepastian rencana pcmblayaan d'm waktu peiaksanaannya




e. Untuk itu, dalam rangka pengajuan usulan SK PTOKT, maka persyaratan usulan
pcrmohomn tersebut harus dllampm dengan:

1) Surat Keputusan Bup'mIW'thkota atau chﬁla Kantor Pcrianahan Kabupalen/i\ola
tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah.
~ 2) Peta Situast Rencana Konsolidasi Tanah, dengan inzet l’etunjuk Lokasi dalam
format folio. Peta Petunjuk Lokasi tersebut sckurang-kurangnya menggambarkan
Kantor Kepala Desa/Lurah, Kantor Camat, Kantor Bupati/WaIikota dan Kantor
Gubernur (kalau ada), jalan raya, jalan kereta api (kalau ada), sungai atau saluran air
dan informasi kenampakan geografis (alami atau buatan) lamnya untuk membantu
. mengetahui letak lokasi Konsolidasi Tanah tersebut,
3) Peta Topografi dan Penggunaan Tanah (bila perlu) dalam format folio. - .
4} Peta Rencana Tata Ruang (R’[ RKIRDTR) di wnlayah sekitar lokasi Konsohd'm
. Tanah.
- 5) Daftar Pescrta Konsoi:dasn T'imh dan luas pemlllkan tanah masmg-masmg pcscrta
" Konsolidasi Tanah.
" 6) Daflar Persetujuan masmg—masmg pcmlllk tanah mengcnal kcscdlaanny'i 1kut scrta
~ dalam pelaksaman kegiatan Konsolidasi Tanah. : :
)| Surat l’ernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan nnsmg—masmg pcserta
- Konsohda31 Tanah. ~ Surat Pemyataan Pclepasan Hak Atas Tanah mutlak -
' (l1lamplrkan teru(ama untuk tanah-tanah yang sudah dilekati suatu hak alas tanah.
8) Peta Desain KOIlSO]IdaSI Tanah pada lokasi Konsolidasi Tanah beserta Daftar
. . Perhitungan Rencana - Luas dan Perunfukan Tanah sebelum  dan  sesudah
~ Konsolidasi Tanah berupa tabel, yang dituangkan ke dalam peta tersebut,
.9 4Surat Ketcrangan Pendaftaran Tanah (SKPI) yang dikeluarkan olch Kepala Kantor
. Pertanahan Kabupatenﬂ(ota . :
' 10) Kcterangm Riwayat Tanah scmua pers:l pada lokam Konsohdasn Tanah (buk‘m
~ seliap persil tanah) yang dltandalangam oleh Kepala Kanlor Perlanahan —
, Kabupatcm’Kota yang bersangkutan : -
1 l)i ain-lain yang dlperlukan

- ll Stakc Outhealokasn

_ Scte!ah Dcsam Konsohdasn 'lanah dan perhllungan luas masmg-masmg kavelmg baru '
_'__fasﬂnas umum, fasilitas sosial dan TPBP diselujui dan ditctapkan berdasarkan hasil
~ musyawarah dengan peserta Konsolidasi Tanah dan instansi terkait, selanjutnya dilaksanakan

o realokasi (penempatan kaveling baru) di tapangan dengan mengacu Desain Konsolidasi Tanah o

o tcrsebut Pcker_;aan realokasn ini hcndaknya dlsakSIkan oleh peserta Konsohdasn tanah
- Pekerjaan rcalok‘ds: tersebut mehpuu anta:a lam o

Ca. Pengukuran dan penempatan patok batas fas:htas umum fasﬂltas sosml dan TPBP
b, Penentuan batas badan Jalan dan saluran air. : s
e Checking lapangan ‘masing-masing pescrta Konsohdasn Tanah untuk menempatkan,' :
. . kaveling baru bagi setiap peserta Konsolidasi Tanah dengan pemberian tanda batas yang

. jelas. Patut _diingat, bahwa apabila terjadi perpmdahan letak kavelmg dan tempfat
: scmula agar dlpeNahankan supaya perpmdahannya tldak terlalu Jauh :




12. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

Setelah memperoleh SK Pencgasan Tanah Obyck Konsolidasi Tanah dari Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, maka Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota scgera menerbitkan SK Pemberian Hak Atas Tanah Obyck
Konsolidasi Tanah kepada masing-masing peserta Konsolidasi Tanah dengan proscdur
scbagal berikut: : R .

a. Sclclah lCl‘blt Sur'it chutusan Mcnlcrl Negara Agrarla/Kepflh BPN atau Kep’tla Kantor

Wllayah BPN Propinsi tentang Pencgasan Tanah Negara sebagal Obyck Konsolidasi

Tanah, maka Kecpala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan

- penerbitan SK Pemberian Hak Atas Tanah secara kolektif. Usulan tersebut disiapkan oleh
Kepala Scksi Pengaturan Pc11g11151a11 Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

b. Setelah berkqs permohonan memenulu syarat, maka chala Kantor Pert‘mahan
B ‘menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas T anah kepach masmg masmg peserta
. Konsolidasi Tanah dengan jenis -jenis hak yang sesuai dengan persyaralan dan
3 peruntukalm)a, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Surat Keputusan tersebut disiapkan
- oleh Kepala Seksi Pengaluran Pcnguasa'm Tanah dcng‘m tata cara sesuai dengan Peraturan
- Kepala BPN Nemor 4 Tahun 1991 dan Peraturan Menteri Negara Agranachpala Badan

: Pertanahan Naswnal Nomor 3 Tahun 1999, scrta peraluran perungang- undangan fain.

c'._ -Sclam penerbltan Surat Kepulusan Pcmbcnan Hak Atas Tanah untuk tanah kavelmg :
+ perumahan, juga termasuk tanah kaveling untuk fasilitas umum, fasititas sosial dan TPBP
kcpada yang berhak setelah mememlhl syarat sesuai dcng'm kelentuan yang berlaku. .

d. Pt,seria Konsolidasi Ianah yang tanahnya sudah dllekau sesuatu hak atas tanah, maka
. dalam pcrolehan hak atas lanahnya selelah Konsohdam I‘anah dlbebaskan dari kewajlban
- membayar uang pemasukan kepada Negara. Namun, kepada yang bersmgkulan hanya
- dikenakan biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan Prona
- berdasarkan chutusan Mcnten Negara Agraria/Kepala BPN \!omor 4 Tahun 1995 dan
: blaya pendaﬂdlan lanah sesuai ketentuan yang berlaku :

¢. Terhadap tanah yang semula berstatus Tanah Negara kepada pencnma hak atas tanah
* dikenakan vang pemasukan kepada Negara, juga diwajibkan membayar biaya administrasi )
~ dan biaya pendallaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada peseria golongan
* ekonomi lemah dan yang memenuhl persyatatan terientu, dapat diberikan pengecuahan :
" atas kewajlban penibayaran uang pemasukan kepada Negara dengan berpedoman pada -
“ ketentuan Prona. Pengecualian tersebut akan ditetapkan sekaligus dalam SK Penegasan
B Tanah Obyek KOUSOlldaSl Tanah pada lokasn dmmksud berdasarkan usulan darl Kantor
' Pertanahan. . : : - :

B Kullpan Surat Keputusan Pembcrlan Hak Alas Tanah tersebut d:tandatanganl yang:
berwenang dan tembusan SK Pembenan Hak Atas Tanah dlmaksud dnkmm ke masmg—masmg
: yang tCl‘kalI lermasuk BPN Pugat o : ~ , ,

T 13 SertlﬁkaSI Tanah i

'_" Sctelah dlterbitkan Surat Keputusan Pembenan Hak Atas 'I‘anah maka kut;pan Surat B

_ Keputusannya disampaikan kepada yang bersangkutan! berkaltan untuk diterbitkan semﬁkal

* tanah (tanda bukti hak atas tanah) atas nama masing-masing peserta Konsolidasi Tanah yang =

- berhak setelah peserta Konsolidasi Tanah tersebut menyelesaikan kewajibannya. Penerbitan
sertifikat tanah dimaksud mencakup semua kaveling yang ada pada lokasi Konsolidasi Tanah

- _A.3-22_ ‘. T



~tersebut, dan disclesaikan sesuai jadwal rencana pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah
~ yang telah dirancang sebelumnya.

14. Konstr uksn

Pekcrjaan konslruksn merupakan pekerjaan  fisik  seperti pembangunan fisik
pembentukan/pembersihan badan jalan, penggalian parit, pengcrasau jalan, pembangunan
- fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Pekerjaan konstruksi ini dilaksanakan menurut
Desain Konsolidasi Tanah yang telah disiapkan scbelumnya dan disesuaikan dcng'm rencana
yang tclah dlSClll_]lll oleh pelaksana dan peserta Konsohdasn T'unh

Rmng lmgkup pcn'mgan'm pekerjaan k01151ruk31 tcrganlung kepada ' ketcrscdlaan anggaran
dan kesepakatan dari pihak peserta Konsohdam Tanah. Apabila pihak peserta Konsolidasi
Tanah sepakat bahwa pekerjaan konstrukm dllaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional,
maka pekerjaan tersebut dapat d}tangam sckaligus dan dapat dllaksanakan melalm

pcmborongfrekanan Demikian pula, bila peserta Konsolidasi Tanah ingin menunda dulu

- pekerjaan konstruksi, maka penycle%alannya d'ipat ditunda sesuai kcmampuan para peseﬂa
Konsolldw Tanah. - o :

Unluk menmgkatk'm kelancalan Konsohdasn lanah maka sekurang kurangnya pekeman
‘konstrukm yang dltangam sckallgus dilaksanakan pembenlukan badan jalan, penggalian parit
© dan pengerasan jalan sesuai Desain Konsolidasi Tanah. Dengan demikian, akan nampak
kualitas hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah di lokasi yang bersangkutan, sedangkan
~ pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan lain- lainnya, dapat dilaksanakan menyusul
. pada tahun-tahun berlkutnya Bahkan, dalam berbagai pcngalaman kerjasama dengan plhak g
swasla nampak hmgga semua pembangunan ﬁsnk - o

B HASIL KEGIATAN : .
s Hasxl Aklnr Keglatan Konsohdasn i‘ anah melnpull antara hm

_SK Penetapan Lokasi R o

Peta Rincikan (sebelum Konsohdam 'lanah)
 Peta Topografi (apabila dlperluk'm) '

Pcia Penggunaan Tanah. . .

Peta Rencana Blok (Block Plan)

Peta Desain Konsolidasi Tanah. - S -
Daftar Peser{a dan luas tanah masmg masmg pcscrta Konsolldam lanah (scbelum KT)

'.“"P*S'":‘*‘!"’?":“

' Surat Pcm)ataan Pclcpasan lIak Atas fanah (Daf'tarfRekapﬂulasn Pem)'ataan)
Surat Keputusan tentang Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah.’
0. Daftar penguasaanlpemlhkan tanah scsudah Konsolidasi Tanah, d!SCl‘tal 1denutas nomor
e kavelmg di atas peta rincikan hasil Konsoltdas1 Tanah. - : .

1 1 ‘Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah '

'..-4 o o0

L 12. Daftar Pensertifikatan Tanah,

B : 13 Buku Laporan Hasnl Akhlr Keglatan Konsohdasn Tanah (HAKT)

T




IV. PELAPORAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Konsolidasi  Tanah Perkofaahf[’cﬂaniah,ﬁpérhi disiapkan
beberapa Laporan yang disampaikan ke BPN Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pcl'aporan Keuangan dilaksanakan  sesuai  ketentuan yang berlaku  dalam
" penyelenggaraan administrasi kevangan. ' '

2. Laporan Hasil Akhir Kegiatan Konsolidasi Tanah (l IAKT) : :
~ Laporan IIAKT dimaksudkan sebagai Iaporan hasil akhir kegiatan KOI]SOll(hSl lamh
“secara keseluruhan mulai dari tahap Pcnylap'm sampal Pcnyclcsalan Konsohdam Tanah.
Laporan HAKT diberi pengantar yang ditanda-tangani olch Kepala Kantor Wilayah

~ BPN Propinsi yang bersangkutan dan dlsamp'nkan ke BPN Pusat sel'mlb'it ]'Hnbatnya
. salu bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan R -
3. Laporan yang dikirimkan ke Badan Pertanahan Nasmnal Pusat diseriai semua dokumen '
. yang mcrupakdn kclengkapan seluruh rangkann pelaksaman KOI]SOIIdaSl lanah e
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